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Pendahuluan 
Kapasitas birokrasi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola 
ketersediaan sumber daya yang ada dengan menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan secara 
efektif, efisien, dan berkelanjutan. 
Aksesibilitas informasi public berbasis E-government merupakan teknologi informasi 
oleh institusi-institusi pemerintah didefinisikan sebagai pengguna teknologi untuk meningkatkan 
akses atau pelayanan government dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 
 
Pembahasan 
Kesiapan merupakan  upaya dari  pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan 
teknologi komunikasi informasi atau informasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan infrastruktur di daerah nya. Sistem yang digunakan untuk mengukur kesiapannya 
meliputi rencana strategis, kebijakan disusun sebagai dasar hukum untuk implementasi, 
infrastruktur dan teknologi komunikasi informasi, sumber daya manusia, alokasi anggaran, 
penanganan kelembagaan, dan kebijakan komunikasi ke institusi . Kesiapan pemerintah daerah 
dalam mengakses informasi publik dengan media e-government  di Sidoarjo cukup baik . 
Budaya organisasi merupakan pola pola pikir dan perilaku yang efesien maupun efektif 
berguna untuk mengatur perilaku individu dalam organisasi dan hubungannya dengan kualitas 
layanan yang berorientasi kepada masyarakat. Budaya mutu dalam suatu organisasi dapat 
diamati dengan fokus pada pelayanan masyarakat, pertanggung jawaban staf kepada pimpinan, 
atasan kepada bawahan atau masyarakat, komunikasi terbuka, kerjasama dengan tim, dan mampu 
melakukan koordinasi di organisasi. 
 
Kepemimpinan birokrasi dalam aksesibilitas informasi publik berbasis e-government dan 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Sidoarjo termasuk 
kategori cukup baik yaitu . Dapat disimpulkan bahwa kapasitas birokrasi meliputi kesiapan, 
komitmen, dan kepemimpinan dalam aksesibilitas informasi publik berdasarkan egovernment 
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan daerah. Oleh 
karena itu, kepemimpinan mempunyai peran penting terhadapa  pengembangan kapasitas 
birokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Hal itu bisa dilakukan melalui kepemimpinan yang memiliki 
visi untuk masa depan, menjadi agen perubahan, kekuatan pendorong kebersamaan dan 
keterbukaan serta kerjasama antara tim yang ada, pengambilan resiko, dan kepercayaan. 
Perubahan kepemimpinan sesuai dengan visi akan sangat berdampak kepada budaya mutu. 
Sementara pengembangan dan pengelolaan e-government merupakan wujud tata kelola 
yang transparan dan akuntabel, penyiapannya masih belum optimal . Ini juga merupakan 
pengelolaan informasi dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi pembangunan oleh tim atau 




Dapat disimpulkan bahwa kapasitas dan budaya dalam birokrasi harus meningkatkan aksesbilitas 
informasi Egovermant kepada public untuk mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dengan 
pemerintah melalui media website untuk menyampaikan informasi publik. 
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